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TFAKARTA — Rancangan Un-
dang-Undang Sumber Daya Air
(RUU SDA) yangsaatinisedang
digodok Komisi V DPR dinilai

belum cukup menjawab kebu-

tubhanpelayananair minum un-

tuk masyvarakat.
Alkses masyarakat terhadap

air bersih dan sanitasi masih
menjadi perscalan bersama.

"Hingga saatini tidak ada satu

provinsi pun yvang mendapat-
kanairlayalkminum 100%. Bali
dan Jakarta memang sudah
tinggi keterpenuhannya, tapi
belurm 100%,” ujar anggota Kao-
misi V IDPR Intan Fau=zia saat
diskusi di Kompleks Parlermiern,
Senayan, Jakarta  kemarir:
Imtan mengatalkan, banvak
faktor rmmenyebablkan tertunda-
nya konsinyering permbahasan
RUUSDAolehh Panitia Kerja(Pan-—
ja) DPR. "DPR disibuldcan deng-
an tahun anggaran 2019, me—
ngawal programm sehingga panja
RUU SDA belum mulai konsi-
nyering lagi.,” ujarnya. Mesli de-
miikian, pikhaknya menyatakan
RUU SIDA mnmenjadi salalh satu
Ppriorvitas pembahasan yvang di-
targetkan selesaipada 2019 ini.
Menurut Imntan, statuis ter—
akhir RUU SIDA adalah permmba-
hasan redaksional dan konsi-
nyering bersama enam kemen-—
terian yangterkait. Dalam perni-
bahasan,.pihaknyamengakizsa-
ngat hati-hati agar nanti pada
saat diundangkan tidak ada gu-
satan lagi. > 3

Pakar sumber daya air dari
Umniversitas Ibnu Khaldun, Mo-
vaAlLAfghanimenegaskanbah-
wayvang diperlukan dalarm RUUJ
SIDA adalah klausul yang meng-
atur hak publikatasair. “Diversi
terakhir, kita belum melihat
Klausul tentang hak publik atas
sanitasi dan pelayanan sanitasi
danlingkungan. RUUSDAlebih
banyak mengatur tentang sum--
ber daya. Sermentara yvang dibu-
tuhkanadalahpelayananairmi-
mum dan sanitasi untuk masya-
rakat, jelasnya.

Lebib lanjut Mova mengata—

‘kan, pemenulhan air dan sani-

tasiyanglayakbagipublikmem-
butuhkaninfrastrukturdengan
biaya yang tidak sedikit. Karena
itu, RULT ST seharusniva lebih

‘banyakmengakomodasisistem

penyediaan airminum (SPADN).
Menurutnva, SPANM Perde—
saan terancam tidak dapat me-
lanjutkan pengelolaannya me-
nyusul tidak disebutkaninya pe—
ngelolaan air berbasis masyara-—
kat dalam RUU SDA. Dalam pa-
salyangadadi RUUSDAdisebut-
kan yang bolehh mengelola sum-
ber daya air yakni badan usaha
miiik megara (BIUIIMMND), badsn .
usabamilikdaerah (BUMD), ba-
danusahamilikdesa (BUMDes),
swasta, dan perorangan. Mova
mengatakan, tidak diaturnyva
prengelolaanairberbasismasya-
rakat akan menimbulkan pole-

mik yangberkelanjutan. :
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